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IZIN PEMAKATAN TANAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1! SURABAYA

a.

bahwa dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan
atau vyang dikuasai / dikelola oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian,
pembangunan dan kebutuhan di daerah serta
meningkatkan pelavanan Izin Pemakaian Tanah
kepada masyarakat yang sekaligus diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan aslj daerah, periu
menyempurnakan materi Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sursbaya Nomor 12 Tahun 1894
untuk dapat mengatur Izin Pemakaian Tanah jangka
panjang serta hal lain yang dianggap perlu ;
bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada
konsideran menimbang huruf a, perlu mengatur
kembali materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 dengan
menetapkan ketentuan tentang Izin Pemakaian Tanah

dalam =uaiuy Cararturan Daarash.

Undang~undang wsNomor 16 tahun 1950 tentang Pemben-
tukan faerah Kota B28ar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur / tawa Tengah / Jawa Barat dan [asarah
Istimewa Yogyaksrta Jo Undang-undang Nomor 2
tahun 19865 ;

Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang
Nomor 1 tahun 18871
Undang~undang Nomor 5 tahun 1960 tentang FPeratu-
ran Dasar Pokok-nokok Agraria ;

Undang-undang Nomor & tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Pena~
taan Ruang ;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9§ tahun 1965
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas
tanah Negara dan ketentuan tentang kebijaksanaan
selanjutnya yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria Nompr 1 Tahun 1966
Keputusan Menieri Dalsm Negeri Nomor 84 tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratu-
ran Daerah Perubahan



10.

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 11
Surabava Nomor 23 tahun 18782 tentang Master Plan
Surataya 2000

Peraturan Dasrah ¥oiamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemaerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11X
Surabaya Nomor 11 tahun 1998 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Tanah
dan Rumah QOaerah Kotamadya Dasrah Tingkat 11
Surabaya,

Dengan persetujuan Dawan Parwakilan Rakyat Daarah; Kotamadya
Daerah Tingkat 1I Surabaya..

Menet apkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT  II
SURABAYA TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ODazrah ini yang dimaksud

Pamerintah Daerah, adslah Pemarintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ; ' '

walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

Dihas, adaiah Dinas Pengelolaan Tanah dan' Rumah
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I Surabaya }

Pejabat yang ditunjuk, adalah  Kepala Dinas
Pangeiclaan Tanah dan FRumah Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

Tanah adalah tanah mildik dan atau vang
dikuasai/dikelola oleh Pamarintah Daerah ;

I1zin Pemakaian Tanah, adalah izin yang
dibarikan oleh Wa1ikotamadya Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mémakai tahah dan

‘bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak—-hak

atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor § Tahun 1960 ;
Pemegang 1zin Pemakaian Tanah, adalah orang atau
Badan Hukum yang telah mendapat. 9Jzin pemakaian
tanah ;.

Pemohon, adalah Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum yang di bentuk menurut Hukum Indonasia yang
mengazukan permohonanr izin nemaka1an tanah.



BAER II.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
untuk mencapai tertib administrasi

pangelolaan tanan. pengendalian pamakaian tanah dan
perlindungan atas tanah, dangan Peraturan Daerah
ini diatur izin pemakaian tanah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3
Sapanjang t idak dipakai sendiri oleh

Pemarintah Daerah, pemakaian tanah difizinkan
kepada pihak yang memerlukan baik .peromingan
maupun B8adan Hukum ;

Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal
ini meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh
pada, didalam, diatas, melintas atau menembus
bawah tahah ;

I2in Pemakaian Tanah dimaksud pada ayat (1)
pasal 1ini, tidak tarmasuk dalam ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam  Peraturan
Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 7 Tahun 1893
tentang lIain Pemakaian Sementara Jalan, Ruang
Terbuka Hijau Kota dan tempat-tempat lain
yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Dagerah
Tingkat I Surabdava.

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan
memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh
izin pemakaian tanah ;

Untuk memperoleh 1zin pemakaian tanah dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan
harus mangajukan surat permohonan kepada
wWalikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk ; :

Tata cara pengajuan surat permohonan dimaksud
pada ayat {2} pasal ini ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daarah.

Pasai )

Surat Permohonan. untuk  mendapatkan izin

pemakaian tanah dimaksud pasal 4 Peraturan Daarah
ini diajukan kepada Walikotamadya Kepala Dasrah atau
Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan /
melampirkan:

a. Nama pemohon ; .

b. Tempat dan tanggal lahir

¢. Pekerjaan atau jabatan pamohon ;

d. Tempat tinges! / domisili pemohon ;



e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas
Kependudukan Tainnya ; : S

f. Keterangan mengenai tempat atau Jokasi vyang
dimohonkan izin ; ’

g. Gambar situasi / lokasi ;

h. Akta pendirian Badan Hukum (apabila pemohon
adalah Badan Hukum} ;
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i. Keterangan lain yang dianggap periu ;

Pasal 6

(1) Izin pemakaian tanah dikeluarkan terhadap
permohonan yang telah menmpnuhi parsyaratan
‘sesuai dengan ketentuan ydng berlaku, dalam
bentuk Surat Izin;

{2) 1zin pemakaian tanah dibedakan sebagai berikut:

a. Izin pemakaian tanah jangka panjang, yang
beriaku salama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat diperpanjang setiap kali paling lama
20 (dua puluh} tahun khusus untuk usaha
dan parumahan ;

h. 1zin pemakaian tanah jangka menengah, yang
beriaku selama & (lima) tahun dan dapat
diperpanjang setiap kald paling Tama 5
(1ima) tabhun ; '

¢. Izin pemakaian tanah jangka pendek, yang
berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpaniang satiap kali paling Tlama 2
{(dua) tahun.

Pasal 7

(1) Pemegang izin pemakaian tanah berkewajiban
untuk - -
a. membayar reiribusi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

b. mamatuhi dan mentaati semua ketentuan yang
ditetapkan dalam surat izin pemakaian tanah;

¢. mamakai tanah sesuai dengan  peruntukan
sehagaimansa tersebut dalam - surat izin
pemakajan tanah. K

*(2) Pamegang izin pemakatan tanah dilarang
mengalihkan 1izin pemakaian tanah kepada pihak
lain tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahuly dari Waiikotamadya Kapala Oasrah atau
Pejabat yang ditunjuk ; ’ '
(3) pDalam hal pemagang izin pemakaian tanah
meninggal dunia, ysng berkepentingan dapat
melanjutkan dJzin pamakaian tanah dimaksud
dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu

kepada Wwalikotamadya Kepata  Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan surat
izin pemakaian tanah baru sesuai dengan

ketentuan yang berlaku ;



(4) Apabila bangunan diatas tanah yang talah
dikeluarkan izin pemakaian tanah akan dijadikan
agunan atas suatu pinjaman, pemegang 1zin

pemakaian tanah terlebih dahulu harus
mempearolieh parsetujuan tartulis dari
Walikotamadya Kepala Daerah atau Fejabat yang
ditunjuk ;

{5) Apabila surat dzin pemakaian tanah yang
masih beriaku hilang, harus segera . mengajukan
permohanan turunan surat izin pemakaian tanah
kepada Wwalikotamadya Kepala Daerah atau
Peiabat yang ditunjuk

-
¥

BAB 1V
PENCARBRUTAN SURAT IZIN
PEMAKATAN TANAH

Pasal 8
Surat 1zin pemakaian tanah dapat dicabut apabila

a. Tanah vyang hersangkutan dibutuhkan untuk
kepentingan umum

b. Pemagang izin pemakaian tanah melanggar atau
tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
surat izin pemakaian tanah

c. Tanah dibiarkan koscng dan atau diterlantarkan
hingga 3 (tiga}) tahun sejak dikeluarkannya
izin pemakaian tanah ;

d. Ternyata dikemudian hari diketahud bahwa
persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan izin
pemakaian tanah tidak dapat dipertanggungjawab-~

kan atau tidak% bsnar.

Pasal 9

Apabila surat izin bemakaian tanah dicabut,
pemagang izin pemaxaian tanah harus segera
mengosongkan tanah datlam tenggang wakiu yang
ditefitukan oleh wWalikotamadya Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas biaya peaemegang izin
pemakaian tanah dan apabiia ketentuan tersebut
tidak dipenuhi, pengosongan akan dilakukan oleh
walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk atas biava pemegang izin pemakaian tanah.

BAB V
BERAKHIRNYA TZIN PEMAKATAN TANAH
Pasal 10
1zin pemakaian tanah dapat berakhir apabila :
a. masa beriakunya surat izin pemakaian tanah
berakhir dan pemegang izin pemakaian tanah tidak

memperpanjang iz7zin pemakaian tanah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku



h. atas permintaan sendiri :

¢. pemegang izin pamakaian tanah meninggal dunia ;
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d. surat izin pemakaian tanah tersebut dicabut.

BRAB vI7T
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

{1) Atas pemberian 1zin pemakaian tanah tersebut
dalam pasal & ayat (1) Peraturan Daerabh ini
dikenakan retribusi sebagat herikut :

a. Izin pemakaian tanah jangka panjang

Mambayar retribusi dimuka sekaligus daengan
keatentuan :

1. Untuk usaha dan sajenisnya sabasar 15%
(1ima balas persen) kali Tuas - tanah kali
harga dasar tanah terendah sasuai
dengan ¥elssnya @

2. Untuk perumahzn sebasar 10% {(sepuluh
persen) kali luas tanah kaii harga dasar
tanah Terandah sesuai dengan kelasnya.

Iztn pemakaian tanah jangka manengah dan
pandek

Membavar ratribusi dengan ketentuan :

1. Ditepi idelan/rencana jalan yang lebarnya
sampai dehgan 5 (Tima) meter :

a) Pearumahan sebesar Rp.100,00 (Seratus
rupiah) par m2 ;

b) Perdagangan, Industri dan ssjesnisnya,
sebesar Rp 200,00 (Dua ratus rupiah)
per m2 :

¢) Fasilitas Umum :

1) Komersial sebesar Rp.200,00 (Dua
ratus rupiah) per m2 ;

2) Tidak komersial sebesar Rp.50,00
(1ima puluh rupiah) per m2 ;

2. Ditepi jaian/rancana jalan yang lsbarnya
lebin dari & (1ima) sampai dengan 8
(delapan) meter :

a) Perumahan sebesar Rp.150,00 (Seratus
lima puluh rupiah) per m2 ;

b) Perdagsngan, Industri dan sejanisnya,
sebesar Rp 280,00 (Dua ratus lima
puluh rupiah) per m2 ;



c) Fasilitas Umum

1)} Komersizl sebesar Rp 250,00
{Dua ratus lima puluh rupiah) per
mz2

2} Tidak komersial sebesar Rp.100,00
(Seratus rupiah) per m2.

Ditepi jaian/rencana jalan vang .
Tebarnya lebih dari 8 (delapan) sampai
dengan 12 {dua belas) meter :

a) Parumahan sebesar Rp 200,00 {Dua
ratus rupiah) per m2 ; '

b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya,
sebesar Rp 750,00 (Tujuh ratus
Tima puluh rupiah) per m2 ¢

c) Fasilitas Umum :

1) Komarsial sebesar Rp 750,00
(Tujuh ratus 1ima puluh rupiah) per
m2 ;

2) Tidak komersial sebesar Rp.200,00
(Pua ratus rupiah) per m2.

Ditepi jalan/rencana jalan yang

lebarnya dari 12 (dua bslas) sampai
dengan 15 (1ima belas) meter -

a) Parumahan sebesar Rp 300,00 (Tiga
ratus rupiah) per m2 ;

b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya,
sehasar Rp 1000,00 (Seribu rupiah)
per m2 ;

c) Fasilitss Umum :

1) Komersial sebasar Rp 1000,00
{Seribu rupiah) per m2 :

2) Tidak komersial sebesar Rp.250,00
(Dua #atus Tima puluh rupiah) per
m2.

Ditepi jalan/rencana jalan yang 1lebarnya
1abih dari 158 (1ima belas) meter

a) Perumahan, sehesar Rp 400,00 ( Empat
ratus rupiah) per m2 ;

b) Perdagangan, Industri dan selanjutnya,
sebasar Rp 1500,00 (Seribu lima
ratus rupiah) per m2 ;



(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(1)

(2)

c) Fasilitas umum :

11 Komersial, sebesar Rp 1500,00
‘“aribu Yima ratus rupiah) par m2 ;

2) Tidak komersial, sebesar Rp 300,00
{Tiga ratus rupiah) per m2.

Untuk Tokasi tanah-tanzah yang balum A ada
jalannya dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,00
per m2 tiap tahun '

Atas pemakaian tanah yang penggunaanya ganda
atau berubah sassra  keseijuruhan dikenakan
retribusi, <sesuai dengan parhitungan tarif
tertinggi ;

Apabila izin pemakaian tanah beralih/dialihkan
kepada pihak 1ain dikenakan biaya balik
nama sebagai berikut :

a. tntuk izin pemakaian tanah jangka panjang

dikenakan sebesar 10 {sepuluh) kald
retribusi setahun dan khusus balik nama
kepada ahli waris sebesar 5 {kali)

retribusi setahun ;
b. untuk dizin pemakaian tanah menengah dan
pandek dikenaxan sebasar 3 (tiga) kalsi
retribusi seta2hun dan khusus balik nama
kepada ahii waris sebeasar 2 (dua) = kalid
retribusi setahun ; = T '

¢. Basarnya ratribusi setahun -dimaksud pada
huruf a dan b ayat ini mengikuti ketentuan
sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b,
ayat (2) dan avat (3) Pasal ini

Terhadap pemegang izin pemakaian tanah pada
lokasi tanah yang baru pengenhaan retribusi
izin pemakaian tanah dihitung - sejak
dikeluarkannva izin pemakaian tanah. '

Atas - pemberian 1izin pemakaian tanah baru
tarhadap tanah vyang belum pernah dikeluarkan
izin, sepanjang persyaratan telah  dipenuhi
dikenakan biaya peresmian sebesar 5§ (Tima)
kali retribusi 'setahun, dan membayar retribusi
yang belum pernah dibayar beserta dendanya
terhitung mulai “herlakKunys "~Peraturan “Daerab
Nomor '3 Tahun 1987, selama tanah dimaksud
dikuasai oleh catlon pemegang izin.

Pasal 12

Kecuali  ditetapkan lain -oleh walikotamadya
Kepala Daerah, rsetribusi: tersebut dalam Pasal
10 Peraturan Daerah ini harus. dibayar 1lunas
sebelum 3$zin pemakaian tanah diberikan ;

‘Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat

yang  ditunjuk dibawah koordinasi  Dinas
Pendapatan Daerah ;



(3) Semua penerimaan dari hasil retribusi tersebut

pada ayat (1) pasal ini, merupakan Psndapatan
Asli Daerah dan harus disetorkan secara bruto
ke Kas Pemerintar Daarsh nalalui Bandaharawan
Khusus Panerima Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerash Tingkst IT Surabaya.

BAB VIf
KETENTUAN DENDA
Pasal 13

Apabila taeriadi ketarlambatan  pembayaran

retribusi dikanakan denda

(1)

(2)

Untuk keterlambatan sampai dengan 23 (tiga)
bulan sabssar 50 % {(1ima puluh persen) dari
retribusi yang bherlaku;

Untuk keteriambatan lebih dari 3 (tiga)
butan sampai denganh 1 {satu) tahun sabasar
100 % (seratus persen) dari retribusi yang
berlaku ; :

Untuk ketarlambatan iebih dari 1 {satu)
tahun -sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar

200 % (dua ratus persen) dari retribusi yang
beriaku ;

Untuk keterlambatan lebih dari 2 (dua)
tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebasar
300 % (tiga ratu= persen) dari retribusi vyang
beriakuy

unt i keteriamhatan labih dari 3 {tiga)
tahun sarpat dangan 4 (ampat) tahun sebesar
400 % {(empat ratis persen) dari retribust  yang
berlaku ;

Untuk katarlambstan Tebih dari 4 (empat)
tahun sebesar 500 % (1ima ratus persen) dari
retribusi yang harlaku.

BAR VITI
KETENTUAN P IDANA

Pazal 14

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal
4 dan 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana
kurungan salama~lamanya lama 3 (tiga) bhulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp - 50.000,00
(1ima puluh ribu rupiah) ;

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini ada1ah pelanggaran. :
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BAR IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pnsal 15

(1) Selain Penvidik Umum yang bertugas menyidik
tindak pidana, Panyidik atss tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daarah
ini, danast dilakukan juga oleh Penyidik
Pegawai Nageri Sipil! 43 Tingkungan Pemerintah
Daerah, yang perngangkatannva ditetapkan sesuai
dengan neraturan perundang-undangan yang
berlaku

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat
sebagaimana dJd1 maksud pada ayat (1) pasal
ini barwenang

a. Menerima Japorsn atau pengaduan dari seseo-
rang tentang adanya tindak pidana :

b. Melakukan tindakan pertama pada saat  itu
ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

c. Menyuruh bherhenti seseorang tarsangka dan
memariksa tanda pengenal diri tersangka :

¥

d. Melakukan penyitaan benda atau surat

’

8. Mengambhil sidik jari dan memotret seseorang

f. Memanggil orang untuk didangar dan diperiksa
sebagai tarsangka atau saksi ;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara :
h. Mengadakan perhentian penyidikan seteiah
mendapat patuniuk Penyidik Umum bahwa tidak
terdapst cukup hukii atau parisitwa terse-

but bukan merupakan tindak pidana dan
selanjuinva melalui Penyidik Umum membe-
ritahukan ha) tersebut kapada Penuntut

Umum, tersangka atau ketuarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipartanggung jawabkan ;

i. Pejabat penyidik pegawai Negari Sipil dalam
melaksanakan penyidikannya harus dituangkan
dalam Berita Acara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal vyang balum diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai peslaksanaannya akan
diatur lebih 1lanjut olah Walikotamadya Kepala
Dasrah.



Pasal 17

Dengan berlakiunya Peraturan Daerah ini,
Paraturan Dasran xotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 12 tahun 1994 tantang Izin
Pemakaian Tanah yang dikuasai olah Pemarintah
Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Pasal 1K

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangian.

Agar setiap orang dapat manget ahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daarah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat JI Surabaya.

Ditetapkan di : S UR A B A Y A.

Pada tanggal : 31 Januari 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT IT SURARAYA
Ketuas, :
ttd. | ttd.
H. HARJOSO SOEPENO H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

OLONEL CHB.NRP.22021

Disahkan dengan Keputusan Subernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur tanggal 21 April 1997 Nomor 179/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
ttd.
Drs. MASDRA M. JASIN
Pambina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daarah Kotamadya Dasrah Tingkat
IT Surabaya Seri B Tahun 1987 tanggal 25 April 1997 Nomor 1/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

sekretaris Kotamadya
Dati II Surabaya

ttd.

Drs, CH ARIFIEN DAMUR
' Pembina
NIP. 010 058 836
- 12 =
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Salinan sesuai dengan asiinva
An. Sekretaris Kotamadya Daerabh
g " Tingkat I Surabaya

S

Ka. Bagian Hukum
0=
.-",..-"’-
-7 MOH. FARUG,

=
F Penata Tk. T
NIP. 510 029 Z2&82




I.

II-

PEMJELASAN
, AT AS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1897

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH

PENJELASAN UMUM

Seiring dengan léju pertambahan penduduk dan psasatnya
perkembangan, pembangunan fisik di Kotamadya Daerah Tingkat
I! Surabaya, kebutuhan akan rarsan menjadi semakin meningkat.

Untuk mengimbangi ws=hutuhan masyarakat terhadap tanah
dan sekaligus dalam upays meningkztxannya daya guna dan hasil
guna pengsliolaan tanah-tarnah milik dan atau yang dikuasai/
dikelola oleh Pemerintah Dasrsh maka ditetapkan Peraturan
Dasrah Xotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya tentang Izin
Pamakaian Tanah. '

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 r Cukun jelas.

Pasal 2 : Tanzh-tanah yang dimiltiki dan
atau dikuasai/dikalola oleh
Pemerintah Dasarab Tuasnya
terbatas dan perlu dimanfaatkan /
dikalola secara tartib dan
terkendal+ sehingga dapat
membarikan manfaat kepada

maz/arakat serta kepentingan umum
dan diharapkan pemberian izin
pemakaian tanah dimaksud dalam
Persturan Daerah ini dapat
med irdungi tanah-tanah tersebut.

Pasal 3 s/d & : Cukun jelas.
Pasal 6 ayat (1) : Uakup jelas.
ayat (2) huruf a : Izin dibarikan terhadap lokasi
usaha dan perumahan yang

sebalumnya telah diterbitkan izin
pemakaian tanah dan telah sesuai
dengan parencanaan kota serta
talah memenuhi syarat ukuran,
fusas, peruntukan dan
panggunaannya ;

huruf b : 1zin dibarikan terhadap kapling
yang telah sesuai dengan
parencanaan kota ;

huruf ¢ : Izin diberikan terhadap kapling
yang belum dimanfaatkan sesuai
dangan parencanaan kota.

Pasal 7 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas.



ayat (5) : .= Daiam permohondn turunan Surat
Jzin Pemakaian Tanah tersebut
harus - dilampirkan surat

tanda laporan kehilangan bharang

dari: kKepolisian ;

- Disamping hal diatas, melalui
Dinas, pemchan harus
mangumumkan tentang kehi ¥andan
tersebut daiam mass media.

ayat (6) : Perubahan dimaksud-diatur dengan
Paraturan Dasrah,

Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan kepentingan
umum adalah

- pembangunan fagilitas sosial
utilitss umum / prasarana
1ingkungan :

. = pembangunan kantor / = Gedung
_ Pemerintah / Pemerintah Daerah.
huruf ‘b s/d d : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pagal 10 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b vyang  dimAksud dengan  lebar
jalan adalah jarak antara garis
sempadan pagar yang satu dengan
gari sempadan yang lain [/
karsshurangan ;

- vang dimaksud dengan fasiTitas
umum komersial adalah fagilitas
umum yang dipergunakan untuk
xeperivasn usaha, antara lain

“perkantoran, pertokoan, yayasan
komersial, Perguruan Tinggi
Swasta dan sejenisnya ;

- Yang dimaksud dengan fasilitas

“umum  tidak komersia) adatlah
fasilitas umum yang nyata-nyata
digunakan untuk keparluan
sosial antara  lain  tempat-
tempat ibadah, yayasan sosial,
panti asubhan dan sejenisnya.

ayat (2) s/d

ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (B) : Apahiia Calon pemegang izin telah
' manguasai tanah sebalum. mulai
ber lakunya - Pearaturan Daerah

Kot amadya Daerah Tingkat X
Surabaya Nomor 3 tahun 1887 maka
retribusi dan dandanya dihitung
sajak mulai beriakunya Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabaya Nomor 3 Yabhun 1987.

Pasal 11 s/d 16 : Cukup jelas.



